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BUPATI TEMANGGUNG

PERATUMN BUPATI TEMANGGUNG

N0M0R 2. TAHUN 2009

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1.4 A ayat (6),

Pasal 24E dan Pasal 29A ayat [3) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2007, serta diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

2L Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi

Intensif dan Dana Operasional maka perlu ditetapkan

pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten

Temanggung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan

Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung; +

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi f awa

Tengah;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZB6);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung fawab I(euangan Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1-2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9a4);

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ].990
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3e52);

L0. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44t6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47tZ);

1L. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa17);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a57B);
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L3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2006 Nomor 6J;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah flembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

l-5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
ZA09 flembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
Nomor L);

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor l- Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 fBerita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
Nomor 1);

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEMAMPUAN

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Wakil Bupatiadalah Wakil Bupati Temanggung. ;

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah

untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan
dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Belanja Penunjang 0perasional Pimpinan pada setiap klaster.
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PENGETOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Daerah adalah data APBD
Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

(1) Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula
kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum dikurangi belanja
Pegawai Negeri Sipil Daerah IPNSD) yaitu sebesar Rp160.888.955.296,00.

(2) Pendapatan umum terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan

dana alokasi umum yaitu sebesar Rp 489.945.67t.677,00,

(3) Belanja PNSD terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan
tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) sebesar Rp 329.056.71,6.381,00.

Pasal 4

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 termasuk dalam kelompok kategori rendah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 27 }aovan' ?@?,

BUPATI TE

HASY

Diundangkan di Temanggung

padatanggal 2y' fanvan' 2q,

SEKRETARIS DAERAH,
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NGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OO9 NOMOR L


